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ABSTRAK 

IMPLEMENTASI PROGRAM PEMBERDAYAAN DISABILITAS 

MELALUI PELATIHAN KETERAMPILAN UNTUK MEWUJUDKAN 

KEMANDIRIAN (STUDI KASUS PADA UPTD PRSPD  

DISABILITAS LAMPUNG) 

 

Oleh 

Emi Isnawati 

Penelitian ini bertujuan menelaah implementasi program pemberdayaan melalui 

pelatihan keterampilan dilaksanakan di UPTD PRSPD Disabilitas Lampung serta 

sejauh mana program tersebut berkontribusi pada peningkatan kemandirian 

penyandang disabilitas. Menggunakan pendekatan kualitatif dan metode studi 

kasus, penelitian ini melibatkan peserta pelatihan sebagai informan utama, serta 

instruktur dan pekerja sosial sebagai sumber data tambahan. Data dikumpulkan 

melalui wawancara mendalam, observasi kegiatan selama magang, dan penelusuran 

dokumen. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa pelatihan keterampilan seperti 

pijat, menjahit, membatik, dan tata boga disusun berdasarkan karakteristik dan 

kebutuhan peserta, disertai pendampingan sosial, pembinaan mental, serta 

penanaman disiplin. Program ini terbukti membantu meningkatkan rasa percaya 

diri, kemampuan berkomunikasi, dan kesiapan peserta menjalani kehidupan 

mandiri. Meski demikian, sejumlah hambatan masih ditemui, baik dari dalam diri 

peserta seperti keterbatasan fisik dan rasa kurang percaya diri, maupun dari faktor 

luar seperti rendahnya penerimaan masyarakat, lemahnya peluang kerja inklusif, 

serta belum optimalnya kerja sama lembaga. Strategi pemberdayaan yang 

dilaksanakan UPTD meliputi pemberian motivasi, layanan konseling, dukungan 

promosi karya, serta koordinasi dengan desa, meskipun sebagian strategi belum 

sepenuhnya diimplementasikan secara konsisten. Berdasarkan teori fungsionalisme 

struktural Talcott Parsons, program ini membantu peserta beradaptasi dengan 

tuntutan sosial, menginternalisasi nilai-nilai kemandirian, serta memperkuat 

integrasi mereka dalam masyarakat. Secara keseluruhan, pelaksanaan program 

telah memberikan dampak positif, meskipun masih memerlukan peningkatan pada 

aspek pendukung agar hasil pemberdayaan dapat lebih 

 

Kata kunci: Pemberdayaan, penyandang disabilitas, pelatihan keterampilan 

kemandirian 

 



 

 

ABSTRACT 

 

IMPLEMENTATION OF DISABILITY EMPOWERMENT PROGRAMS 

THROUGH SKILLS TRAINING TO ACHIEVE INDEPENDENCE (A 

CASE STUDY AT UPTD PRSPD DISABILITAS LAMPUNG) 

 

By 

 

Emi Isnawati 

 

This study aims to examine implementation empowerment program through skills 

training is implemented at UPTD PRSPD Disabilitas Lampung and to what extent 

the program contributes to enhancing the independence of persons with disabilities. 

Using a qualitative approach and a case study method, this research involved 

training participants as the main informants, while instructors and social workers 

served as supporting data sources. Data were collected through in-depth interviews, 

observations conducted during field practice, and document analysis. The findings 

indicate that skills training such as massage, sewing, batik-making, and culinary 

skills is designed based on the characteristics and needs of the participants and is 

accompanied by social assistance, mental guidance, and the cultivation of 

discipline. The program has been shown to improve participants’ self-confidence, 

communication abilities, and readiness for independent living. However, several 

obstacles remain, both internal such as physical limitations and low self-confidence 

and external, including limited community acceptance, insufficient inclusive 

employment opportunities, and the suboptimal collaboration between institutions. 

The empowerment strategies applied by UPTD include motivation, counseling 

services, support for promoting participants’ work, and coordination with village 

authorities, although some of these strategies have not yet been implemented 

consistently. Based on Talcott Parsons’ structural functionalism theory, the program 

supports participants in adapting to social demands, internalizing values of 

independence, and strengthening their social integration. Overall, the 

implementation of this program has shown positive impacts, although 

improvements in supporting aspects are still needed to maximize empowerment 

outcomes. 

 

Keywords: empowerment, persons with disabilities, skills training, independence 
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MOTTO 

“Janganlah takut, sebab Aku menyertai engkau, janganlah bimbang, sebab Aku 

ini Allahmu; Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau; Aku akan 

memegang engkau dengan tangan kanan-Ku yang membawa kemenangan” 

(Yesaya 41:10) 

Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka 

(Mazmur 147:3) 

 

Let Them, It  Will Pass, time is well, all is well 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Individu penyandang disabilitas kerap menghadapi perilaku diskriminatif dalam 

kehidupan sehari-hari, dan masalah ini telah didokumentasikan di berbagai belahan 

dunia. Perlakuan diskriminatif terhadap penyandang disabilitas ini bertentangan 

dengan prinsip hak asasi manusia yang bersifat universal. Selain itu, sikap 

diskriminatif ini juga melanggar tujuan hak asasi manusia dan keadilan sosial yang 

menjadi cakupan utama dalam bidang pekerjaan sosial. Istilah "penyandang 

disabilitas" mengacu pada individu dengan keterbatasan fisik atau non-fisik 

(Sholeh, 2020). Mereka yang mengalami keterbatasan baik secara fisik maupun 

mental disebut sebagai penyandang disabilitas. Dalam jangka panjang, mereka 

sering kali menghadapi kendala dalam berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan 

kesetaraan hak, terutama dalam interaksi dengan lingkungan sekitar serta perspektif 

sosial masyarakat (Widinarsi, 2019). 

Penyandang disabilitas sering merasa dikucilkan dan tidak dihargai. Selain itu, 

sangat jarang mereka memiliki pekerjaan tetap atau kontrak. Ini karena kurangnya 

kepercayaan kepada kaum penyandang disabilitas. Namun, sudah jelas bahwa 

seorang disabilitas adalah bagian dari masyarakat Indonesia dan seharusnya 

memiliki hak dan kewajiban yang sama seperti orang lain (Kristiandy, 2021).  

Persoalan lain yang kompleks adalah rendahnya tingkat kemandirian penyandang 

disabilitas hingga saat ini masih menjadi persoalan yang kompleks dan belum 

sepenuhnya teratasi. Meskipun berbagai program pemberdayaan telah dirancang 

melalui pelatihan keterampilan seperti menjahit, membatik, tata boga, hingga pijat 



2 

refleksi, namun kenyataannya tidak semua peserta berhasil menerapkannya secara 

nyata dalam kehidupan sehari-hari. Banyak dari mereka masih bergantung pada 

bantuan keluarga atau lingkungan sekitar dan belum mampu mengakses pekerjaan 

secara mandiri. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara tujuan program 

pemberdayaan yang ideal dengan hasil yang dicapai di lapangan, khususnya dalam 

aspek kemandirian sosial dan ekonomi. Padahal, kemandirian merupakan bagian 

dari hak dasar penyandang disabilitas yang seharusnya dijamin oleh negara. 

Keterbatasan akses terhadap lapangan kerja, rendahnya kepercayaan masyarakat, 

serta minimnya dukungan lingkungan menjadi hambatan utama yang menghalangi 

tercapainya kemandirian yang utuh bagi anak-anak disabilitas. 

 

Kondisi serupa juga terlihat di UPTD PRSPD Dinas Sosial Provinsi Lampung. 

Lembaga ini telah menyelenggarakan berbagai kegiatan pelatihan keterampilan, 

namun belum semua penyandang disabilitas berhasil menerapkan keterampilan 

tersebut untuk meningkatkan kemandirian mereka. Hal ini menegaskan adanya 

kesenjangan antara tujuan ideal program dengan hasil nyata di lapangan. 

 

Pemerintah berharap rehabilitasi sosial ini membantu penyandang disabilitas 

mampu melakukan aktivitas sosial dalam struktur kehidupan dan aktivitas 

masyarakat. Diharapkan penyandang disabilitas netra dan tubuh berhasil mengikuti 

dan menyelesaikan program dan memiliki keterampilan kerja untuk hidup mandiri. 

Namun, berdasarkan data terbaru dari BPS pada tahun 2023, jumlah pekerja 

disabilitas masih rendah, mencapai 763.925 orang, atau 0,55 persen dari total tenaga 

kerja nasional, sedikit lebih tinggi dari data tahun 2022, 720.748 orang, atau 0,53%. 

Jumlah ini, bagaimanapun, jauh dari yang diharapkan. Sebagian besar penyandang 

disabilitas bekerja di sektor informal, dan banyak yang menjadi wirausaha. Ini 

karena terbatasnya peluang di sektor formal dan industri. Ini menunjukkan bahwa 

proporsi disabilitas di dunia kerja masih sangat kecil.  

 

Penyandang disabilitas masih menghadapi berbagai kesulitan dalam mengakses 

pelayanan publik, kesehatan, dan ketenagakerjaan. Hal ini disebabkan karena 

minimnya fasilitas pendukung yang tersedia di tempat-tempat pelayanan publik 
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(Yaini, 2020). Untuk mengatasi persoalan tersebut, pemerintah daerah perlu 

berperan aktif melalui kebijakan yang mendorong terciptanya kabupaten atau kota 

layak anak. Bentuk dukungan ini mencakup penyediaan sarana, prasarana, sumber 

daya manusia, serta layanan yang inklusif sehingga mampu menjamin perlindungan 

dan pemenuhan hak penyandang disabilitas (Mozes, 2020). 

 

Hasil penelitian yang dilakukan oleh (Joesyiana & Susanti 2022), menunjukkan 

bahwa dari berbagai program pelatihan pemberdayaan untuk penyandang 

disabilitas, keikutsertaan peserta seringkali tidak disertai dengan semangat, minat, 

kemauan, dan kepercayaan diri yang cukup, ditambah dengan minimnya dana serta 

ketidaktahuan tentang cara dan tempat untuk mendapatkan pekerjaan. Namun, 

setelah diadakan sosialisasi Program Kreativitas Mahasiswa (PKM), disabilitas di 

UPT Pemberdayaan Penyandang Disabilitas menyadari perlunya pelatihan yang 

lebih khusus, terutama yang berkaitan dengan strategi bisnis dan kewirausahaan. 

Ini menunjukkan bahwa setiap penyelenggara program, seperti UPT Pemberdayaan 

Penyandang Disabilitas Daksa, mentor kewirausahaan, dan pelaku usaha, perlu 

bekerja sama dengan pemerintah untuk menciptakan program pelatihan dan 

membuka peluang bagi orang-orang disabilitas di Provinsi Riau. Dengan 

mengadakan program pemberdayaan kewirausahaan yang lebih beragam, usaha ini 

diharapkan dapat meningkatkan rasa percaya diri dan kemandirian penyandang 

disabilitas, yang pada akhirnya akan mendukung komunitas mereka. 

 

Hasil survei yang dilakukan selama magang banyak dari mereka sempat 

menghadapi masalah dana dari pemerintah, berakibat kegiatan pelatihan terhenti. 

Sebaliknya, seiring dengan peningkatan kualitas masyarakat dan peningkatan 

kebutuhan akan tenaga kerja, daya saing penyandang disabilitas juga menurun. 

Program pelatihan pemberdayaan kewirausahaan yang kurang bervariatif serta 

fasilitas, sarana, dan prasarana yang masih belum maksimal. Kurangnya tenaga 

profesional khusus dalam memberikan pelayanan dan bimbingan kepada penerima 

manfaat Rehabilitasi sosial seharusnya menjadi solusi untuk membantu 

penyandang disabilitas menjadi lebih mandiri dan menjalani kehidupan yang lebih 

baik, tetapi dalam kenyataannya, tidak banyak yang terjadi. Akibatnya, masalah 
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hak-hak penyandang disabilitas belum sepenuhnya diselesaikan. Sampai saat ini, 

kemandirian penyandang disabilitas masih merupakan masalah yang kompleks dan 

belum sepenuhnya teratasi. 

 

Salah satu aspek yang memperparah kondisi ini adalah kesulitan yang dihadapi 

penyandang disabilitas dalam mencari pekerjaan. Di antara hambatan tersebut 

adalah kurangnya informasi lowongan kerja yang inklusif, kurangnya fasilitas 

pendukung di tempat kerja, dan stigma sosial bahwa perusahaan tidak akan 

menerima kandidat penyandang disabilitas. Ini semakin membedakan hasil nyata 

dan tujuan program pemberdayaan, terutama dalam hal mencapai kemandirian 

sosial dan ekonomi. Berdasarkan urgensi dan relevansi peneliti melakukan dengan 

judul “Implementasi Program Pemberdayaan Disabilitas Melalui Pendidikan Dan 

Pelatihan Keterampilan Untuk Mewujudkan Kemandirian (Studi Pada UPTD Disabilitas 

Lampung)”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang di atas didapatkan rumusan masalah yang menjadi 

fokus pada penelitian ini yaitu:  

1)  Bagaimana implementasi program pelatihan keterampilan di UPT 

Disabilitas Lampung dalam membentuk kemampuan dasar penyandang 

disabilitas untuk hidup mandiri? 

2) Apa hambatan yang dihadapi penyandang disabilitas dalam mengakses 

lapangan pekerjaan setelah mengikuti program pelatihan keterampilan di 

UPT Disabilitas Lampung? 

3) Bagaimana strategi pemberdayaan yang diterapkan UPT Disabilitas 

Lampung dalam mewujudkan kemandirian penyandang disabilitas? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas  didapatkan tujuan dari penelitian sebagai 

berikut 
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1) Untuk mengetahui implementasi program pendidikan dan pelatihan 

keterampilan di UPT Disabilitas Lampung dalam membentuk kemampuan 

dasar penyandang disabilitas untuk hidup mandiri 

2) Untuk mengetahui hambatan yang dihadapi penyandang disabilitas dalam 

mengakses lapangan pekerjaan setelah mengikuti program pelatihan 

keterampilan di UPT Disabilitas Lampung 

3) Untuk mengetahui strategi pemberdayaan yang diterapkan UPT Disabilitas 

Lampung dalam mewujudkan kemandirian penyandang disabilitas. 

 

1.4  Manfaat Penelitian 

Manfaat Teoritis diharapkan agar penelitian ini berkontribusi pada kemajuan 

pengetahuan, khususnya dalam ranah studi sosiologi. Penelitian ini secara teoritis 

memperkaya penerapan teori fungsionalisme struktural Talcott Parsons dalam 

konteks program pemberdayaan sosial untuk kelompok rentan seperti penyandang 

disabilitas. Hasil penelitian ini juga dapat berfungsi sebagai referensi ilmiah bagi 

peneliti lain yang ingin mempelajari masalah sosial dan kemandirian penyandang 

disabilitas dari sudut pandang teori sosial. 

 

Manfaat Praktis Penelitian ini diharapkan dapat membantu UPT Disabilitas 

Lampung mengevaluasi dan membuat program pemberdayaan yang lebih tepat 

sasaran. Penelitian ini juga dapat digunakan oleh pemerintah daerah dan instansi 

sosial lainnya saat mereka membuat kebijakan atau program yang mendukung 

kemandirian sosial dan ekonomi penyandang disabilitas. 

 

 

 

 



BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Tinjauan Pemberdayaan 

2.1.1 Pengertian Pemberdayaan 

Secara harfiah istilah pemberdayaan (dalam bahasa Inggris disebut dengan 

empowerment), berasal dari kata memberdayakan (to empower), yang berarti 

memberi daya atau otoritas kepada; memberi kemampuan kepada; 

memungkinkan; mengizinkan. Memberdayakan sering diterjemahkan 

sebagai upaya memberikan kekuatan kepada orang atau kelompok yang 

lemah atau tidak beruntung agar mereka menyadari keadaan dirinya dan pada 

akhirnya mampu melakukan aksi untuk keluar dari lingkaran tidak 

beruntungannya. Memberdayakan juga dapat berarti membagi kekuasaan dari 

orang atau kelompok yang berkuasa (powerful) kepada mereka yang tidak 

memilikinya (powerless) agar terjadi keseimbangan antara penguasa dan 

yang dikuasai sehingga kondisi-kondisi memperdayai tidak terjadi.  

Pemberdayaan adalah upaya untuk meningkatkan kemampuan orang lain. Ini 

dilakukan dengan mendorong, memotivasi, dan meningkatkan kesadaran 

orang tentang potensi mereka dan berusaha untuk mengubah potensi mereka 

menjadi kenyataan. Upaya untuk meningkatkan martabat dan harkat orang 

miskin sehingga mereka dapat keluar dari perangkap kemiskinan dan 

keterbelakangan dikenal sebagai pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan 

juga dapat diartikan sebagai upaya untuk memberi individu, kelompok, dan 

masyarakat luas kemampuan untuk membuat pilihan dan mengontrol 

lingkungan mereka agar mereka dapat memenuhi keinginan-keinginannya, 
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seperti mendapatkan akses ke sumber daya yang terkait dengan pekerjaannya, 

aktivitas sosial, dan lainnya ( Hayati, 2019). 

 

Pemberdayaan menekankan bahwa orang memperoleh keterampilan, 

pengetahuan, dan kekuasaan yang cukup untuk mempengaruhi kehidupannya 

sendiri dan kehidupan orang lain. Pemberdayaan dilakukan dengan 

mendorong atau mendukung dengan menyediakan sumber daya, kesempatan, 

pengetahuan, dan keterampilan bagi mereka untuk meningkatkan 

kemampuan, mengetahui potensi, dan berusaha untuk mengembangkan setiap 

potensi yang ada. Pemberdayaan bertujuan untuk mencapai kehidupan yang 

lebih baik dan lebih makmur. Selama proses pemberdayaan, tujuan utama 

yang dapat dicapai adalah untuk meningkatkan kapasitas manusia yang 

mencakup kepribadian, keahlian, dan kemampuan yang relevan dengan 

lingkungan kerja (Baturangka dkk., 2019). 

 

Pemberdayaan juga merupakan proses dan tujuan. Sebagai proses, 

pemberdayaan adalah serangkaian tindakan yang bertujuan untuk 

meningkatkan kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam 

masyarakat, termasuk mereka yang hidup dalam kemiskinan. Pemberdayaan 

berfokus pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh perubahan sosial, 

yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan atau pengetahuan dan 

kemampuan untuk pemenuhan kebutuhan hidup fisik, ekonomi, dan sosial 

seperti memiliki kepercayaan diri, mampu menyampaikan aspirasi, 

mempunyai penghasilan, dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas 

kehidupannya. Terlepas dari kenyataan bahwa pemberdayaan adalah sebuah 

proses dan tujuan, ada kelompok lain yang melihat pemberdayaan sebagai 

suatu program atau suatu proses. Mereka melihat pemberdayaan sebagai 

suatu program dengan mempertimbangkan tahapan kegiatan yang diperlukan 

untuk mencapai suatu tujuan, yang biasanya ditetapkan dalam jangka waktu 

tertentu. Sedangkan pemberdayaan sebagai suatu proses berlangsung 

sepanjang hidup seseorang. 
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2.1.2 Strategi Pemberdayaan 

Ketika melakukan pemberdayaan masyarakat, terutama melalui pelatihan dan 

advokasi terhadap masyarakat, ada lima elemen penting yang dapat 

dilakukan, yaitu (Maitha, 2024): 

1. Bentuk Motivasi yang Diberikan

Motivasi dalam konteks UPTD PRSPD adalah usaha memberikan

dorongan semangat, keyakinan, dan kepercayaan diri kepada

penyandang disabilitas agar mereka yakin pada potensi diri,

termotivasi ikut dalam program rehabilitasi, serta mau berkembang

sosial dan mandiri.

2. Layanan Bimbingan Konseling dan Mental

Layanan bimbingan konseling dan bimbingan mental merupakan

pendampingan psikologis dan emosional yang diberikan kepada

penyandang disabilitas untuk membantu mereka menghadapi

permasalahan pribadi, menerima kondisi diri, serta membangun

konsep diri yang positif. Melalui konseling individual maupun

kelompok, peserta didorong untuk mengekspresikan perasaan,

berbagi pengalaman, dan saling memberikan dukungan, sehingga

kondisi mental, rasa percaya diri, dan kesiapan sosial mereka dapat

meningkat.

3. Dukungan Dalam Promosi

Dukungan dalam promosi merupakan strategi UPTD PRSPD dalam

memperkenalkan layanan, program, dan capaian kepada masyarakat

luas serta pihak-pihak terkait. Kegiatan promosi ini bertujuan untuk

meningkatkan pemahaman publik mengenai peran UPTD PRSPD

sekaligus menunjukkan bahwa penyandang disabilitas memiliki

potensi dan kemampuan yang dapat dikembangkan. Melalui promosi,

UPTD PRSPD berupaya membuka akses dan peluang yang lebih luas,

khususnya dalam bidang pendidikan, pelatihan, dan ketenagakerjaan.

Selain itu, promosi juga membantu membangun citra positif

penyandang disabilitas di tengah masyarakat.
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Strategi meningkatkan kesadaran masyarakat dilakukan untuk 

mengubah persepsi dan sikap masyarakat terhadap penyandang 

disabilitas. UPTD PRSPD berupaya mengurangi stigma dan 

diskriminasi melalui kegiatan sosialisasi, penyuluhan, serta kerja 

sama dengan berbagai pihak di lingkungan masyarakat. Dengan 

adanya peningkatan kesadaran, masyarakat diharapkan dapat lebih 

menghargai hak dan keberadaan penyandang disabilitas. Hal ini 

mendorong terciptanya lingkungan sosial yang lebih inklusif dan 

mendukung partisipasi penyandang disabilitas dalam kehidupan 

sosial dan ekonomi. 

5. Strategi berkelanjutan

Strategi berkelanjutan merupakan perencanaan berkelanjutan yang

disusun UPTD PRSPD untuk memastikan program pemberdayaan

tidak berhenti pada tahap pelatihan saja. Strategi ini diarahkan untuk

meningkatkan kemandirian penyandang disabilitas melalui

pengembangan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan pasar

kerja. Selain itu, UPTD PRSPD menjalin kerja sama dengan berbagai

pihak untuk membuka peluang kerja dan pengembangan diri bagi

peserta. Monitoring dan evaluasi program juga dilakukan secara

berkala guna menilai keberlanjutan dan dampak dari layanan yang

diberikan.

2.1.3 Proses Pemberdayaan 

Pemberdayaan harus terus dilakukan dengan upaya untuk memberdayakan 

masyarakat lemah agar dapat mencapai masa depan dalam meningkatkan 

kehidupan pribadi dan keluarganya. “Pemberdayaan tidak bersifat selamanya, 

melainkan sampai target masyarakat mampu untuk mandiri, dan kemudian 

lepas untuk mandiri, meski dari jauh dijaga agar tidak jatuh lagi" 

(Sumodinigrat, dalam Sulistiyani 2004). Menurut Sulistiyani (2004), proses 

pemberdayaan dapat dimulai dengan beberapa tahap. 

a. Tahap perencanaan dalam proses pemberdayaan masyarakat meliputi

pembentukan kesadaran dan perilaku. Dengan menekankan lebih

banyak pada penyadaran pada tahap ini, masyarakat akan lebih sadar

4. Meningkatkan Kesadaran ke Masyarakat
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akan kebutuhan dan kondisi kehidupan saat ini. agar mereka sadar akan 

pentingnya perbaikan kehidupan untuk menciptakan masa depan yang 

lebih baik. 

b. Jika tahap pertama proses tranformasi pengetahuan dan keterampilan 

telah terkondisi dengan baik, tahap kedua dapat berjalan dengan baik, 

penuh semangat, dan efektif. 

c. Tahap pengembangan atau peningkatan intelektualitas dan kecakapan 

keterampilan yang diperlukan untuk membangun kemampuan mandiri. 

Kemampuan masyarakat untuk mengambil inisiatif, menjadi kreatif, 

dan menciptakan sesuatu baru di lingkungannya akan menunjukkan 

kemandirian. 

2.1.4 Tujuan Pemberdayaan 

Tujuan pemberdayaan adalah untuk memberikan kebebasan kepada individu 

dan kelompok rentan tersebut untuk mengemukakan pendapat dan 

memerangi masalah seperti sakit, kelaparan, dan kebodohan. Selain itu, 

pemberdayaan memberikan mereka akses ke sumber daya yang 

menghasilkan uang yang dapat meningkatkan pendapatan mereka, memenuhi 

kebutuhan dasar mereka, dan memungkinkan mereka berpartisipasi dalam 

proses pembangunan dan pengambilan keputusan yang memengaruhi 

kehidupan mereka. Pemberdayaan dalam situasi ini bukan hanya merupakan 

tujuan; itu adalah proses yang mencakup berbagai tindakan yang bertujuan 

untuk meningkatkan keberdayaan individu atau kelompok yang rentan dalam 

masyarakat. Hal ini termasuk memberikan dukungan sosial dan kelembagaan, 

serta pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya yang diperlukan untuk 

mengatasi ketidakberdayaan dan meningkatkan kualitas hidup mereka. 

Tujuan pemberdayaan adalah untuk mendapatkan akses ke sumber-sumber 

produktif yang memungkinkan individu atau kelompok rentan untuk 

menghasilkan lebih banyak uang dan mendapatkan apa yang mereka 

butuhkan. Contoh sumber-sumber ini termasuk akses ke peluang ekonomi, 

pelatihan keterampilan, pendidikan, modal usaha, dan dukungan lainnya yang 

dapat membantu meningkatkan taraf hidup mereka ( Suharto, 2014). 
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2.2 Tinjaun Disabilitas 

2.2.1 Pengertian Disabilitas 

Penyandang Disabilitas adalah individu yang mengalami keterbatasan fisik, 

intelektual, mental, atau sensorik yang berlangsung untuk jangka waktu lama 

dan dapat menghambat mereka dalam berpartisipasi secara penuh dan efektif 

bersama orang lain dengan hak yang sama. Istilah "penyandang cacat" dan 

"penyandang cacat" sudah tidak digunakan lagi karena dinilai diskriminatif 

terhadap penyandang disabilitas (Satria dkk., 2023). Berdasarkan definisi dari 

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), disabilitas diartikan sebagai “Sebuah 

pembatasan atau ketidakmampuan untuk melakukan sebuah aktivitas dengan 

cara atau dalam rentang yang dianggap normal bagi manusia, yang sebagian 

besar disebabkan oleh apa yang disebut impairment.” Definisi ini secara jelas 

menyebut bahwa disabilitas adalah keterbatasan atau ketidakmampuan untuk 

melakukan kegiatan dalam cara atau rentang yang dianggap normal oleh 

manusia. 

2..2.2 Jenis Jenis Disabilitas 

Dalam proses belajar mengajar, guru dapat mempertimbangkan karakteristik 

penyandang disabilitas yang terkait dengan kondisi fisik maupun psikis. 

Menurut Chodzirin (2013), berikut ini jenis penyandang disabilitas yang 

menjadi fokus penelitian: 

1. Tunanetra 

Menurut Kaufirman dan Hallahan dalam Mudjito, dkk., tunanetra 

adalah gangguan penglihatan atau kebutaan baik sebagian maupun 

total. Akurasi penglihatan kurang dari 6/60 atau tidak ada lagi. 

Tunanetra dapat dikategorikan menjadi dua golongan dalam hal ini: 

buta total (blind) atau lemah penglihatan (low vision). Proses 

pembelajaran berfokus pada indra peraba dan pendengaran karena 

tunanetra memiliki keterbatasan dalam indra penglihatan. Oleh karena 

itu, prinsip yang harus diperhatikan saat mengajar individu tunanetra 

adalah media yang digunakan harus tactual dan bersuara, seperti 

rekaman rekaman dan program JAWS ( Job Access With Speech). 



12 

Untuk membantu mereka beraktivitas di sekolah, orientasi dan 

mobilitas mencakup pemahaman tentang bagaimana tunanetra 

mengetahui tempat dan arah serta bagaimana menggunakan tongkat 

putih (tongkat khusus tunanetra). 

2. Tunadaksa 

Tunadaksa adalah orang yang mengalami gangguan gerak karena 

kelainan neuromuskular dan struktur tulang yang diturunkan, sakit, 

atau akibat kecelakaan. Termasuk lumpuh, polio, dan celebral palsy. 

Pada tunadaksa, tingkat gangguan diklasifikasikan menjadi ringan, 

yang berarti bahwa mereka memiliki keterbatasan dalam melakukan 

aktivitas fisik tetapi masih dapat ditingkatkan melalui terapi. Tingkat 

gangguan sedang, yang berarti bahwa mereka mengalami gangguan 

koordinasi sensorik dan mengalami keterbatasan motorik, dan tingkat 

gangguan berat, yang berarti bahwa mereka sepenuhnya terbuka 

dalam gerakan fisik dan tidak mampu mengontrolnya. Proses belajar 

tunadaksa disesuaikan dengan kondisi fisiknya. Secara fisik, 

penyandang tunadaksa menghadapi kendala mobilitas, tetapi secara 

intelektual mereka tidak mengalami hambatan dalam proses belajar. 

Oleh karena itu, institusi pendidikan harus menyediakan aksesibilitas 

seperti tangga berjalan dan eskalator untuk orang dengan kursi roda. 

 

2.3 Pelatihan Keterampilan 

Pelatihan adalah aktivitas yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan 

pengetahuan tentang wawasan atau pengetahuan yang diperlukan oleh suatu 

perusahaan untuk mencapai tujuan penjualan tertentu. Untuk meningkatkan kinerja 

di masa depan, memerlukan pelatihan dan pendampingan yang efektif. Pelatihan 

dapat meningkatkan kualitas hidup pekerja Indonesia (Yanti dkk., 2022). Pelatihan 

ini termasuk aspek pendidikan dan pengembangan. Salah satu tugas manajemen 

penting yang diperlukan untuk memastikan bahwa sumber daya manusia suatu 

organisasi terus berkembang adalah pelatihan. Setiap pelatihan harus difokuskan 

pada pencapaian tujuan tertentu yang terkait dengan upaya mencapai tujuan 

organisasi. Proses pelatihan adalah serangkaian tindakan yang saling berhubungan 
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yang dilakukan secara bertahap, berurutan, dan bertahap. Mereka yang belum 

terlalu lama di pasar kerja, karyawan yang ingin meningkatkan kemampuan 

mereka, dan mereka yang baru saja memulai karir mereka dapat mengakses 

pelatihan kerja (Nasution & Irham 2024). 

 

Keterampilan yang diberikan UPT Disabilitas Lampung adalah: 

a) Bimbingan membaca menulis braile 

b) Pijat massage 

c) Bahasa isyarat 

d) Membatik 

e) MMP ( Membaca Menulis Braile) 

f) Tata Rias 

g) Memasak  

h) Menjahit  

i) Bimbingan mental 

j) Musik  

k) Bahasa isyarat 

l) Computer bicara 

Kegiatan pelatihan bertujuan untuk mewujudkan keterampilan yang dibutuhkan 

dalam dunia kerja, sehingga bisa membantu mereka berintegrasi ke dalam 

lingkungan kerja. Bagi yang sudah memiliki pekerjaan, pelatihan keterampilan ini 

berfungsi juga sebagai usaha untuk mengembangkan karir, yang melibatkan 

pemahaman diri mengenai kepribadian, minat, keterampilan, dan kemampuan 

individu (Kerka 2002). 

 

2.4 Program Pemberdayaan pada Disabilitas 

Program pemberdayaan pada penyandang disabilitas merupakan upaya strategis 

yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan, kemandirian, serta peran aktif 

penyandang disabilitas dalam kehidupan sosial dan ekonomi. Berikut program 

pemberdayaan yang diberikan oleh UPTD PRSPD dalam mendukung proses 
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rehabilitasi dan pengembangan potensi penyandang disabilitas. Berikut ini program 

yang diberikan UPTD kepada penyandang disabilitas; 

2.4.1 Rehabilitasi 

Rehabilitasi sosial bertujuan untuk mengembalikan dan meningkatkan 

keberfungsian sosial penyandang disabilitas, yang selama ini sering terhambat oleh 

berbagai keterbatasan yang mereka alami. Program ini juga ditujukan untuk 

memulihkan kondisi mereka yang kerap menghadapi masalah sosial, seperti 

rendahnya tingkat pemberdayaan, sehingga mereka dapat kembali berdaya, 

mandiri, serta mampu mengembangkan potensi yang dimiliki. Pelaksanaan 

rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas merupakan bentuk upaya dalam 

menangani berbagai persoalan yang berkaitan dengan kelompok ini. Pada dasarnya, 

implementasi suatu kebijakan atau program dirancang untuk menyelesaikan 

masalah yang muncul di masyarakat, meskipun tidak jarang pula kebijakan tersebut 

justru dapat memunculkan persoalan baru apabila tidak dilaksanakan dengan 

optimal (Kurniawan, 2020). 

2.4.2 Pendidikan  

Layanan pendidikan untuk penyandang disabilitas memiliki ciri khas tersendiri dan 

berbeda dari pendidikan untuk masyarakat umum. Hal ini karena mereka memiliki 

karakteristik khusus, baik secara fisik maupun perkembangan, sehingga 

memerlukan bentuk pendidikan yang dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan 

mereka. Dalam konteks pendidikan, anak dengan disabilitas dikenal melalui 

pendidikan khusus yang disebut Pendidikan Luar Biasa atau Sekolah Luar Biasa 

(SLB). Terkait hal tersebut, hak akses pendidikan bagi penyandang disabilitas 

sebenarnya telah dijamin oleh regulasi. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 

Pasal 8 Ayat 1 menegaskan bahwa warga negara dengan kelainan fisik dan mental 

berhak mendapatkan pendidikan luar biasa. Ketentuan ini diperkuat kembali dalam 

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 5 Ayat 2, yang menyebutkan bahwa 

warga negara dengan hambatan fisik, emosional, mental, intelektual, maupun sosial 

berhak memperoleh layanan pendidikan khusus (Cahyono, 2017). 
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2.4.3 Kesehatan 

Layanan kesehatan bagi penyandang disabilitas telah diatur dalam Pasal 25 

Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas, yang mewajibkan negara untuk 

menyediakan pelayanan kesehatan yang gratis atau terjangkau dengan kualitas dan 

standar yang setara dengan layanan bagi masyarakat umum. Ketentuan ini 

mencakup layanan kesehatan umum, kesehatan seksual dan reproduksi, serta 

program kesehatan masyarakat. Selain itu, negara juga berkewajiban menyediakan 

layanan kesehatan khusus sesuai kebutuhan penyandang disabilitas. Bentuk 

layanan tersebut dapat berupa pendampingan di fasilitas kesehatan, layanan 

perawatan di rumah (home care), bangunan dan fasilitas kesehatan yang aksesibel, 

layanan kesehatan reproduksi seperti USG yang ramah difabel, serta dukungan 

psikologis bagi penyandang disabilitas yang mengalami kekerasan seksual. 

 

2.5 Pengertian Kemandirian 

Mandiri atau kemandirian mengacu pada kemampuan seseorang untuk melakukan 

apa pun secara mandiri atau individual (mandiri) tanpa campur tangan orang lain. 

Kemandirian berarti seseorang sudah cukup dewasa untuk melakukan apa yang 

ingin dia lakukan. Dia mampu memutuskan apa yang harus dia lakukan dan berani 

mengambil resiko dari keputusan yang ia ambil (Suparmi dkk., 2018). 

 

Menurut Silrant (2019), bertanggungjawab berarti memiliki kemampuan untuk 

bertanggung jawab atas tindakannya sendiri atau seseorang yang tidak bergantung 

pada orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Ada hubungannya 

kemandirian yang memiliki self esteem (penghargaan terhadap dirinya sendiri), 

kesadaran diri, dan kemampuan untuk mengendalikan kehidupan mereka sendiri. 

Secara fisik, pola tingkah laku dapat digunakan untuk mengukur kemandirian anak. 

Selain itu, sosialisasi dan perilaku emosional anak dapat digunakan untuk 

mengukur kemandirian. Oleh karena itu, harus belajar untuk menjadi individu yang 

dapat mandiri.  
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Kemandirian penyandang disabilitas bisa diupayakan dengan pengembangan karir 

yakni melalui kegiatan pelatihan dalam pembekalan yang sesuai kebutuhannya ( 

Aprilia dkk., 2019). Kemandirian tidak hanya sebatas kemampuan dalam mengurus 

diri sendiri, tetapi juga berkaitan dengan kesiapan memasuki jenjang dunia kerja. 

Bagi penyandang disabilitas, kemandirian ditandai dengan kemampuan 

memanfaatkan keterampilan yang dimiliki untuk memperoleh penghasilan secara 

mandiri. Hal ini berarti penyandang disabilitas tidak hanya bergantung pada 

bantuan keluarga atau lingkungan sekitar, tetapi mampu bersaing dan beradaptasi 

di dunia kerja, baik di sektor formal maupun informal. Dengan demikian, 

kemandirian menjadi prasyarat penting agar penyandang disabilitas dapat 

meningkatkan taraf hidup, mengurangi ketergantungan, serta berkontribusi dalam 

pembangunan sosial dan ekonomi masyarakat. 

 

2.5.1 Pelaksanaan Program 

Pelaksanaan program yang diberikan UPT lampung terhadap Penyandang 

Disabilitas melalui rehabilitasi. Menurut Ismawati & Hartanto (2018) Rehabilitasi 

sosial bagi penyandang disabilitas pada umumnya terbagi sekurang-kurangnya 

sebagai berikut: 

1. Rehabilitasi medis adalah bentuk pelayanan kesehatan yang menyeluruh 

yang diberikan melalui tindakan medis untuk membantu mencapai 

kemampuan fungsional semaksimal mungkin. 

2. Rehabilitasi Pendidikan dan Pelatihan merupakan kegiatan pelayanan 

pendidikan yang dilakukan melalui proses belajar mengajar, sehingga 

peserta didik dapat mengikuti pendidikan sesuai bakat, minat, dan 

kemampuannya.  

3. Rehabilitasi Sosial adalah sebuah proses pelayanan sosial yang menyeluruh 

dan terpadu, dilakukan melalui pendekatan fisik, mental, dan sosial agar 

individu dapat berfungsi secara optimal dalam kehidupan bermasyarakat. 

4. Rehabilitasi vokasional adalah kegiatan pelayanan yang secara menyeluruh 

dan terpadu yang berfokus pada memberikan keterampilan dan pelatihan 

untuk membantu individu memperoleh kemampuan penyesuaian diri. 
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2.6 Peran UPT Disabilitas 

Pemerintah yang bertanggung jawab untuk mendorong pemberdayaan penyandang 

disabilitas tubuh harus memiliki kemampuan untuk melakukan  

tugasnya dengan baik, termasuk memberikan bimbingan kesehatan dan fisik, 

bimbingan sosial, bimbingan mental, bimbingan psikososial, bimbingan spiritual, 

bimbingan belajar, bimbingan keterampilan kerja, dan resosialisasi. Namun, 

sebagai fasilitator, pemerintah mampu menyediakan fasilitas yang dibutuhkan oleh 

penyandang agar prosesnya lancar dan nyaman. 

 

Peranan menggambarkan bagaimana individu diharapkan berperilaku dalam 

konteks sosial, berkaitan dengan status sosial yang mereka miliki. Peranan ini 

melibatkan pembentukan serangkaian perilaku yang saling berkaitan dan dilakukan 

dalam situasi-situasi tertentu, serta berkaitan dengan perkembangan perubahan 

perilaku tersebut (Eko 2013). Pemerintah daerah memainkan peran penting dalam 

mendukung penyandang disabilitas dan menciptakan lingkungan ramah untuk 

mereka. Untuk memastikan bahwa penyandang disabilitas mendapatkan pelayanan 

yang setara dan adil dalam masyarakat, terdapat berbagai tanggung jawab dan tugas 

yang harus dipenuhi oleh pemerintah daerah. 

 

Fasilitas dan layanan publik yang dapat diakses oleh penyandang disabilitas 

merupakan tanggung jawab utama pemerintah daerah. Itu termasuk infrastruktur 

fisik yang ramah disabilitas, seperti transportasi publik yang dapat diakses, 

bangunan umum yang dapat diakses, dan fasilitas publik lainnya yang dapat 

dijangkau dengan mudah oleh penyandang disabilitas. Selain itu, pemerintah daerah 

bertanggung jawab untuk memastikan bahwa layanan pendidikan inklusif tersedia, 

layanan kesehatan yang sensitif terhadap disabilitas, dan dukungan sosial dan 

ekonomi yang dibutuhkan penyandang disabilitas dan keluarganya. 

 

Selain itu, pemerintah daerah juga bertanggung jawab untuk mengatur dan 

mengawasi program dan kebijakan yang berkaitan dengan pemberdayaan 

penyandang disabilitas. Meliputi membuat peraturan yang mendukung hak dan 

kebutuhan penyandang disabilitas dan mengawasi pelaksanaan kebijakan untuk 
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memastikan hak-hak mereka dilindungi. Pemerintah daerah di Provinsi Lampung 

memiliki tugas besar untuk memastikan bahwa program pemberdayaan 

penyandang disabilitas direncanakan, dilaksanakan, dan dievaluasi dengan baik. 

Oleh karena itu, tugas dan tanggung jawab pemerintah daerah sangat penting untuk 

membuat lingkungan di daerah ini inklusif dan mendukung penyandang disabilitas 

(Supron, 2025). 

 

UPT Disabilitas adalah salah satu fasilitas penunjang yang dimiliki kota 

Bandarlampung, Provinsi Lampung sebagai tempat pemenuhan hak anak-anak 

disabilitas. Berdirinya UPT Disabilitas berada dibawah naungan Pemerintahan 

Kota Bandarlampung.  Layanan yang diberikan yaitu pendidikan dan keterampilan 

yang berupa menjahit, tataboga, musik, membatik, bahasa isyrat, dan lain 

sebagainya. Layanan yang diberikan bersifat cuma-cuma atau gratis, dan bukan 

hanya ditunjukan untuk anak-anak sekitar kota Bandarlampung, tetapi seluruh 

lampung bahkan luar lampung. 

 

2.7 Landasan Teori 

Masyarakat, menurut Talcott Parsons, adalah suatu sistem yang terdiri dari bagian-

bagian yang saling terhubung yang masing-masing memiliki tugas tertentu untuk 

menjamin keteraturan dan keseimbangan sosial. Parsons menjelaskan dalam 

struktur teorinya bahwa setiap individu dan organisasi harus menjalankan perannya 

secara fungsional jika masyarakat ingin tetap stabil. Selain itu, ia memperkenalkan 

skema AGIL (Adaptation, Goal, Intergation, Latency) yang merupakan singkatan 

dari adaptasi, pencapaian tujuan, integrasi, dan keterlambatan, sebagai empat tugas 

utama yang harus dilakukan oleh setiap sistem sosial untuk bertahan dan 

berkembang. Adapun penjelasan mengenai skema AGIL dalam penelitian ini 

(Turama 2020): 

a) Adaptation ( Adaptasi ) 

Program UPT Disabilitas disesuaikan dengan kondisi, kemampuan, dan 

kebutuhan penyandang disabilitas, contohnya : kursus komputer, menjahit, 

atau kerajinan tangan yang disesuaikan dengan kemampuan penyandang 
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disabilitas. Tujuan untuk memberikan kemampuan untuk beradaptasi 

dengan lingkungan atau dunia kerja. 

b) Goal ( Pencapaian ) 

Setiap program yang berjalan yang berjalan harus memiliki tujuan dan cara 

mencapainya. Tujuan utama dari penelitian ini adalah kemandirian 

penyandang disabilitas melalui pemberdayaan. 

c) Intergation (intergasi) 

Program pemberdayaan program pemberdayaan melibatkan kerjasama 

antara penyandang disabilitas, instruktur, pemerintah daerah, dan 

masyarakat. Integrasi penting agar penyandang disabilitas tidak merasa 

terpinggirkan, tetapi terintegrasi dalam komunitas dan dunia kerja. 

d) Latency (Latensi)  

UPT Disabilitas mengajarkan keterampilan, nilai-nilai seperti kemandirian, 

kepercayaan diri, disiplin, dan keinginan untuk berusaha. 

Misalnya, memberikan dukungan sosial, pembinaan mental, dan konseling 

untuk mendorong penyandang disabilitas untuk tetap semangat Ini menjadi 

dasar untuk pemberdayaan yang berlanjut setelah pelatihan. 

 

Metode ini dapat dikaitkan langsung dengan fungsionalisme Parsons dalam hal 

pemberdayaan disabilitas melalui pendidikan dan pelatihan keterampilan, seperti 

yang dilakukan oleh UPT Disabilitas Lampung. Misalnya, pelatihan menjahit, tata 

boga, atau kerajinan tangan yang diberikan kepada penyandang disabilitas 

merupakan contoh nyata dari proses adaptasi, yaitu upaya seseorang untuk 

menyesuaikan diri dengan lingkungan sosial dan ekonomi mereka saat ini. Di sisi 

lain, fungsi pencapaian tujuan terlihat dari tujuan pelatihan itu sendiri, yaitu 

membantu penyandang disabilitas mencapai kemandirian finansial dan pribadi. 

 

Program pelatihan ini juga membantu proses integrasi sosial. Ini memungkinkan 

penyandang disabilitas yang biasanya terpinggirkan untuk berpartisipasi secara 

aktif dalam kehidupan masyarakat. Mereka dilihat tidak lagi hanya sebagai objek 

bantuan; sekarang mereka dianggap sebagai individu yang memiliki kemampuan 

untuk berkontribusi. Terakhir, fungsi latency atau pemeliharaan pola berkaitan 
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dengan nilai dan norma sosial yang ditanamkan melalui pelatihan, seperti disiplin, 

kolaborasi, dan tanggung jawab. Semua ini penting untuk mempertahankan 

stabilitas sosial dalam jangka panjang. 

 

Berdasarkan teori Parsons, program pelatihan keterampilan yang dilakukan oleh 

UPT Disabilitas Lampung dapat dianggap sebagai bagian dari proses sosial yang 

lebih luas, bukan hanya aktivitas teknis atau pelatihan kerja. Program ini membantu 

mewujudkan masyarakat yang lebih adil dan inklusif di mana setiap orang, 

termasuk penyandang disabilitas, dapat berpartisipasi dan memberikan kontribusi 

yang signifikan. Dengan kata lain, program ini menunjukkan bahwa penerimaan 

sosial bukan satu-satunya cara untuk mewujudkan integrasi sosial; pemberdayaan 

fungsional yang sesuai dengan potensi masing-masing individu juga dapat 

dilakukan. 

 

2.8 Penelitian Terdahulu 

Dengan memanfaatkan hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, 

diharapkan para peneliti dapat mengidentifikasi perbedaan antara penelitian yang 

akan mereka lakukan dengan penelitian sebelumnya. Penelitian tersebut akan 

dijadikan referensi untuk membantu peneliti baru dalam memperkuat teori yang 

digunakan selama penelitian berlangsung dan mencapai harapan yang diinginkan. 

Berikut adalah hasil penelitian yang ada yang relevan dengan penelitian ini: 

1. Jurnal dengan judul “Peran Dinas Sosial Dalam Pemberdayaan 

Masyarakat Penyandang Disabilitas Di Kota Makassar” 

Mutmainah (2023).  Indonesian Journal of Education and Social 

Sciences. 

Penelitian ini menggunakan Fenomenologi merupakan penelitian yang 

dilakukan dengan mengamati kejadian-kejadian yang terjadi. Penelitian 

ini menyoroti fenomena peran pemerintah, dalam hal ini Dinas Sosial 

Kota Makassar, dalam pemberdayaan warga penyandang disabilitas, 

baik sebagai pelaku yang memiliki peran sebagai pengatur, fasilitator, 

dinamisator, maupun lainnya.  Adapun sumber  data  pada penelitian ini  
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berupa  data  primer dan wawancara. Selanjutnya informan  penelitian  

ini  dipilih  memakai  teknik  berupa purposive  sampling. Berdasarkan 

hasil  riset  yang sudah dilaksanakan, maka bisa disimpulkan  

bahwasanya  Dinas  Sosial Kota Makassar telah menjalankan perannya 

dengan cukup baik sehubungan dengan usaha memberdayakan orang-

orang penyandang disabilitas yang terdapat di Kota Makassar. Peranan 

pemerintah sebagai regulator  dibuktikan  dengan  merumuskan  acuan  

dasar  bagi  masyarakat  yang merupakan  instrument  guna  mengelola  

berbagai  program  penyelenggaraan  pemberdayaan. Regulasi tersebut  

berupa  Perda  Kota  Makassar  No.  6  Tahun  2013  tentang  pemenuhan  

hak-hak  penyandang. Perbedaan penelitian sebelumnya berfokus pada 

peran pemerintah kota makasar terhadap masyarakat disabilitas, 

sedangkan fokus penelitian ini terkait kemandirian penyandang 

disabilitas terhadap masa depan. 

2. Jurnal dengan judul “Pemberdayaan Penyandang Disabilitas 

Melalui Advokasi Terhadap Aksesbilitas Fasilitas Publik” Ishma 

Shobhihah dan Muhtadi (2022) Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial dan 

Humaniora. Studi ini dilakukan di Kelurahan Cempaka Putih Timur, 

Kecamatan Cempaka Putih, Kota Jakarta Pusat, Republik Indonesia. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Metode 

sampling purposive digunakan untuk memilih informan. Data primer 

dan sekunder adalah sumber data yang digunakan. Teori yang digunakan 

Pemberdayaan (Empowerment Theory) – Edi Suharto pengumpulan 

data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi kepada lembaga 

HWDI dan pengguna pemandu blok. Penelitian ini menemukan bahwa 

advokasi khusus untuk penyandang disabilitas menghasilkan kesetaraan 

hak antara penyandang disabilitas dan orang lain. Teori Edi Suharto 

mengelompokkan penyandang disabilitas sebagai masyarakat yang 

lemah, tetapi penyandang disabilitas hanya dapat melakukan aktivitas di 

rumah mereka sendiri jika fasilitas publik tersedia. untuk membuat 

penyandang disabildas merasa aman saat menggunakannya. Perbedaan 

penelitian sebelumnya dan penelitian ini adalah, penelitian sebelumnya 
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berfokus pada Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Melalui Advokasi 

Terhadap Aksesbilitas Fasilitas Publik. Sedangkan penelitian ini 

berfokus pada implementasi pemberdayaan melalui pendidikan dan 

pelatihan untuk mewujudkan kemandirian. 

3. Jurnal dengan judul “Difabel Merajut Asa Berdaya: Pendekatan 

Strategis Pemberdayaan Difabeloleh Yayasan Pensil Waja Banua 

Kota Banjarmasin“. Yuni Yemima dan Ismar Hamid (2023) Jurnal 

Sosiologi.  

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, 

dokumentasi, dan observasi partisipatif. Yayasan Pensil Waja Banua 

telah menggunakan pendekatan strategis yang mencakup enabling, 

empowering, dan protecting. Penelitian ini menggunakan pendekatan 

kualitatif dengan jenis studi kasus. Temuan penelitian menunjukkan 

bahwa Yayasan Pensil Waja Banua belum sepenuhnya menerapkan 

empat prinsip pemberdayaan masyarakat secara optimal, yaitu 

kesetaraan, partisipasi, keswadayaan atau kemandirian dalam 

pemberdayaan difabel, walaupun pendekatan strategis sudah dilakukan. 

Prinsip pemberdayaan yang masih belum diimplementasikan secara 

sempurna adalah partisipasi, keswadayaan atau kemandirian, serta 

berkelanjutan. Fokus penelitian sebelumnya mengenai penerapan 

prinsip kesetaraan, partisipasi, keswadayaan dan kemandirian. 

Sedangkan fokus penelitian ini pada pemberdayaan melalui pendidikan 

dan pelatihan untuk mewujudkan kemandirian. 

 

2.9 Kerangka Berpikir 

Dimulai dengan pemahaman bahwa penyandang disabilitas termasuk kelompok 

rentan yang sering mengalami diskriminasi sosial, terutama dalam hal akses 

terhadap pendidikan dan pekerjaan. Seringkali, label negatif yang dikaitkan dengan 

disabilitas menghalangi mereka untuk berpartisipasi secara aktif dalam kehidupan 

sosial, terutama di tempat kerja. Untuk mengatasi hal ini, program pemberdayaan 

melalui pelatihan dan pendidikan keterampilan menjadi cara penting untuk 

meningkatkan kemampuan dan potensi individu penyandang disabilitas sehingga 
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mereka dapat mencapai kemandirian ekonomi dan sosial. UPTD Disabilitas 

Lampung berfungsi sebagai pelaksana dan menyediakan berbagai jenis pelatihan 

yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan masing-masing individu. 

Pelatihan ini mencakup kerajinan tangan, pijat, menjahit, membatik, dan 

keterampilan teknologi informasi. 

Secara teoritis, kajian ini didasarkan pada gagasan fungsionalisme struktural yang 

dikembangkan oleh Talcott Parsons. Pandangan ini menganggap masyarakat 

sebagai sistem sosial dengan bagian-bagian yang masing-masing melakukan tugas 

tertentu untuk menjaga keseimbangan sosial. Dilihat dari perspektif ini, program 

pemberdayaan penyandang disabilitas berusaha untuk membantu mereka masuk ke 

dalam struktur sosial yang lebih luas. Pelatihan dan pendidikan tidak hanya 

meningkatkan kemampuan untuk bekerja, tetapi juga menanamkan norma dan nilai 

sosial yang memungkinkan mereka diterima dan beradaptasi dengan masyarakat. 

Program pemberdayaan berbasis pendidikan dan pelatihan keterampilan dimulai 

sebagai akibat dari diskriminasi dan keterbatasan akses yang dialami Pengumpulan 

informasi dilakukan melalui wawancara mendalam yang berfokus pada individu 

penyandang disabilitas. Sasaran utama dari program ini adalah memotivasi 

penyandang disabilitas agar lebih mandiri secara sosial dan ekonomi, sekaligus 

membangun masyarakat yang lebih inklusif dan adil. Berdasarkan penjelasan ini, 

kerangka berpikir dari penelitian ini dapat diilustrasikan melalui diagram yang 

berikut: 
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2.1 Kerangka Berpikir 



BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Jenis Penelitian 

penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. 

Teknik ini dipilih karena dapat menyediakan informasi deskriptif dalam bentuk 

kata-kata dan didasarkan pada pengalaman langsung. Seperti yang dijelaskan oleh 

Sugiyono (2019), metode penelitian kualitatif, yang berakar pada positivisme, 

digunakan untuk menyelidiki situasi yang alami (berbeda dengan eksperimen), dan 

peneliti mengambil peran sebagai instrumen utama.  

Metode studi kasus dalam penelitian ini digunakan untuk memperoleh deskripsi 

yang utuh dan mendalami bagaiama program pemberdayaan membentuk 

kemandirian pada anak disabilitas di UPT Disabilitas Lampung. Studi kasus adalah 

jenis penelitian yang bertujuan untuk menyelidiki dan mempelajari peristiwa atau 

fenomena yang berkaitan dengan orang atau objek yang akan diteliti lebih lanjut. 

Hasil penelitian dapat berupa berbagai laporan, seperti biografi dan riwayat hidup, 

yang membutuhkan banyak informasi (Walgito, 2004). 

Peneliti secara langsung melihat situasi, berinteraksi dengan informan, dan 

mempelajari makna dari tindakan, pengalaman, dan respons yang diberikan peserta 

program. Pendekatan ini dipilih karena fokus penelitian tidak hanya pada 

pelaksanaan program tetapi juga bagaimana program diterima, dimaknai, dan 

berdampak pada pembentukan kemandirian penyandang disabilitas. 

Peneliti telah mengikuti sejumlah prosedur penelitian kualitatif untuk melakukan 

penelitian di lapangan. Untuk mendapatkan gambaran mendalam tentang proses 

pemberdayaan, wawancara mendalam, observasi langsung, dan dokumentasi 

digunakan. Wawancara mendalam dilakukan denga peserta latihan keterampilan, 
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pekerja sosial (peksos). Observasi langsung dilakukan untuk mendapatkan 

pemahaman tentang situasi pembelajaran keterampilan, interaksi antara peserta dan 

instruktur, dan aktivitas sehari-hari yang dilakukan oleh penyandang disabilitas di 

program. Peneliti juga mengumpulkan data administrasi, profil lembaga. 

 

Data yang dikumpulkan dianalisis secara bertahap, mulai dari pengumpulan, 

reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan. Selama proses ini, pola, kategori, 

dan hasil yang menggambarkan bagaimana program pemberdayaan di UPTD 

Disabilitas Lampung membantu membentuk kemampuan dasar kemandirian 

penyandang disabilitas dapat dibuat. Akibatnya, penelitian ini memberikan 

pemahaman yang lebih baik tentang proses perubahan sosial yang dialami peserta 

program selain menjelaskan kondisi lapangan. 

 

3.2 Fokus Penelitian 

Fokus penelitian biasanya dipengaruhi oleh beberapa faktor yang berpengaruh. 

Beberapa faktor ini termasuk rekomendasi dari dosen dan senior, literatur dan teori 

teknis yang relevan, pengalaman pribadi (Hadi, 2021). Berdasarkan pemaparan 

tersebut, maka yang akan menjadi fokus penelitian adalah. 

1) pelaksanaan program dilihat dari berbagai aspek, yaitu: 

a. Kesadaran awal terhadap adanya program pemberdayaan 

b. Tujuan Mengikuti Program 

c. Kesesuaian Keterampilan dengan Kemampuan 

d. Jenis Keterampilan yang dikuasai 

e. Evaluasi 

f. Peran UPTD PRSPD 

 

2) Hambatan yang dihadapi penyandang disabilitas yaitu dibagi menjadi dua:  

a. Internal 

b. Eksternal  

 

3) Strategi yang dilakukan UPTD PRSPD berupa: 

a. Bentuk motivasi yang diberikan 
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b. Layanan Bimbingan Konseling dan Bimbingan Mental 

c. Dukungan dalam promosi 

d. Meningkatkan kesadaran ke Masyarakat 

e. Strategi Berkelanjutan  

 

3.3 Lokasi penelitian 

Lokasi penelitian adalah tempat di mana suatu situasi sosial akan dianalisis secara 

mendalam. Contohnya bisa berada di sekolah, perusahaan, institusi pemerintah, 

jalan raya, rumah, dan berbagai lokasi lainnya (Sugiyono, 2019). Memilih tempat 

penelitian yang tepat sangat penting untuk memastikan sasaran studi jelas dan 

validitas data yang dikumpulkan. Studi ini akan dilakukan di UPT Disabilitas yang 

terletak di Jl. Pramuka No.48, Kemiling Permai, Kecamatan Kemiling, Kota 

Bandarlampung.. Peneliti memilih lokasi tersebut karena adanya masalah spesifik 

terkait penyandang disabilitas, yang memerlukan data khusus dari tempat UPT 

Disabilitas. 

 

Pemilihan UPT Disabilitas Lampung sebagai lokasi penelitian dilandasi oleh 

kebutuhan akademik untuk memahami secara komprehensif bagaimana proses 

pemberdayaan dijalankan dalam sebuah lembaga yang menjadi pusat layanan 

pemerintah daerah bagi penyandang disabilitas. UPTD ini tidak hanya 

menyediakan pelatihan keterampilan, tetapi juga menjalankan fungsi sebagai 

lembaga intervensi sosial yang berperan dalam membentuk kemampuan dasar, 

kesiapan kerja, dan kemandirian para penyandang disabilitas. Kondisi tersebut 

menjadikan UPTD sebagai lingkungan sosial yang relevan untuk menelaah praktik, 

kebijakan, dan mekanisme pemberdayaan dalam kerangka pelayanan publik. 

 

Selain itu, lokasi ini dipilih karena masih terbatasnya penelitian yang mengkaji 

secara mendalam efektivitas program pemberdayaan pada level lembaga daerah. 

Keterbatasan literatur tersebut memberikan peluang bagi penelitian ini untuk 

menghadirkan kontribusi akademik yang signifikan, baik dalam memperkaya 

pemahaman mengenai pemberdayaan penyandang disabilitas maupun dalam 
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menyediakan temuan empiris yang dapat digunakan sebagai dasar evaluasi program 

di tingkat pemerintahan daerah. 

 

3.4 Informan Penelitian 

Dalam penelitian kualitatif, informan digunakan untuk memilih subjek penelitian. 

Sugiyono (2019) menyatakan bahwa sampel penelitian kualitatif diambil dari 

narasumber, informan, teman, dan guru penelitian daripada responden. Orang yang 

dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar 

penelitian disebut informan. Dalam konteks penelitian ini, informan dipilih 

berdasarkan kriteria berikut: 

1. Penyandang disabilitas Tunanetra dan Tunadaksa yang ada di UPTD 

PRSPD Disabilitas Lampung ( penyandang disabilitas ini dipilih karena 

merupakan subjek langsung dari pelaksanaan program pemberdayaan yang 

ada di UPT Disabilitas Lampung serta memiliki pengalaman yang nyata 

dalam proses pendidikan dan pemberdayaan). 

2. Pegawai Pekerja sosial di UPTD PRSPD Disabilitas Lampung( Alasan 

memilih pegawai karena mereka memiliki peranan, perencanaan, 

pelaksanaan, dan evaluasi program pemberdayaan disabilitas). 

Informan sebaiknya orang yang bersedia berbagi ide dan pengetahuan dengan 

peneliti dan sering ditanya oleh peneliti. Dengan demikian, informan dianggap 

mampu memberikan informasi penelitian yang jelas dan dapat diandalkan, serta 

orang yang bertanggung jawab atas proses produksi di lapangan. Informan harus 

dapat berbagi informasi dengan penulis. Proses identifikasi informan melalui 

wawancara langsung kepada informan yang ada di UPT Disabilitas Lampung. 

 

3.5 Teknik Pengumpulan Data 

Dalam sebuah penelitian, pengumpulan data merupakan kegiatan mencari dan 

menghimpun informasi yang berhubungan dengan fenomena tertentu. Peneliti 

memulai proses ini dengan menetapkan jenis data yang akan dikumpulkan. Setelah 

itu, setelah mengenali tipe data yang dibutuhkan, peneliti akan memilih metode 

pengumpulan data yang paling cocok dengan kebutuhannya. (Sugiyono, 2019). 
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1. Wawancara  

Wawancara digunakan sebagai metode pengumpulan data apabila peneliti ingin 

melakukan studi pendahuluan untuk menentukan masalah yang akan diteliti. 

Apabila menginginkan informasi lebih lanjut dari responden, serta jumlah 

respondennya, apakah kecil atau besar. Pengetahuan dan keyakinan pribadi, atau 

setidaknya laporan tentang diri sendiri, adalah dasar dari teknik pengumpulan data 

ini. Proses wawancara kepada 7 informan tidak dilakukan secara bersamaan tetapi 

di waktu yang berbeda karena menyesuaikan dengan kesibukan masing-masing 

informan. 

a) Pada informan SH wawancara dilakukan di asrama perempuan UPTD 

PRSPD disabilitas Lampung pada tanggal 1 Oktober 2025 pukul 10:00 

WIB. Pemilihan waktu karena mempertimbangkan kondisi informan serta 

situasi lingkungan yang mendukung kelancaran proses wawancara. Pada 

waktu tersebut, informan SH kebetulan sedang tidak sibuk atau tidak 

mengikuti aktivitas pelatihan di UPTD. Pemilihan jam 10.00 WIB juga 

dimaksudkan untuk menghindari waktu istirahat siang, sehingga wawancara 

dapat berlangsung dengan fokus tanpa gangguan. Selain itu kondisi asrama 

pada pagi menjelang siang relatif tenang sehingga memungkinkan peneliti 

memperoleh informasi secara mendalam. 

b) Informan AGP wawancara dilakukan di asrama putra pada tanggal 2 

oktober 2025 pukul 08;00 WIB Waktu wawancara dipilih karena pada hari 

tersebut tidak ada jadwal pelatihan maupun kegiatan resmi di UPTD, 

sehingga informan dalam keadaan lebih tenang dan memiliki kesempatan 

kosong untuk diwawancarai. Selain itu, sesi dilakukan setelah apel pagi, saat 

informan masih dalam kondisi bugar, lebih fokus, dan siap memberikan 

informasi. Pemilihan waktu ini mendukung pelaksanaan wawancara yang 

lebih lancar tanpa mengganggu rutinitas informan, serta membantu peneliti 

memperoleh data yang lebih akurat dan menggambarkan pengalaman 

informan secara mendalam. 

c) Informan MY wawancara dilakukan di asrama putra pada tanggal 2 oktober 

2025 pukul 09;00 WIB Waktu wawancara dipilih karena pada hari tersebut 

tidak ada jadwal pelatihan maupun kegiatan resmi di UPTD, sehingga 
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informan dalam keadaan lebih tenang dan memiliki kesempatan kosong 

untuk diwawancarai. Selain itu, sesi dilakukan setelah apel pagi, saat 

informan masih dalam kondisi bugar, lebih fokus, dan siap memberikan 

informasi. Pemilihan waktu ini mendukung pelaksanaan wawancara yang 

lebih lancar tanpa mengganggu rutinitas informan, serta membantu peneliti 

memperoleh data yang lebih akurat dan menggambarkan pengalaman 

informan secara mendalam. 

d) Informan JW di asrama putra pada tanggal 2 oktober 2025 pukul 10;00 WIB 

Waktu wawancara dipilih karena pada hari tersebut tidak ada jadwal 

pelatihan maupun kegiatan resmi di UPTD, sehingga informan dalam 

keadaan lebih tenang dan memiliki kesempatan kosong untuk 

diwawancarai. Selain itu, sesi dilakukan setelah apel pagi, saat informan 

masih dalam kondisi bugar, lebih fokus, dan siap memberikan informasi. 

Pemilihan waktu ini mendukung pelaksanaan wawancara yang lebih lancar 

tanpa mengganggu rutinitas informan, serta membantu peneliti memperoleh 

data yang lebih akurat dan menggambarkan pengalaman informan secara 

mendalam. 

e) Informan A wawancara dilakukan di asrama putra pada tanggal 3 Oktober 

2025 pukul 08;30 WIB Waktu wawancara dipilih karena pada hari tersebut 

tidak ada jadwal pelatihan maupun kegiatan resmi di UPTD, sehingga 

informan dalam keadaan lebih tenang dan memiliki kesempatan kosong 

untuk diwawancarai. Selain itu, sesi dilakukan setelah apel pagi, saat 

informan masih dalam kondisi bugar, lebih fokus, dan siap memberikan 

informasi. Pemilihan waktu ini mendukung pelaksanaan wawancara yang 

lebih lancar tanpa mengganggu rutinitas informan, serta membantu peneliti 

memperoleh data yang lebih akurat dan menggambarkan pengalaman 

informan secara mendalam. 

f) Informan DH wawancara dilakukan di Kantor UPTD pada tanggal 9 oktober 

2025 pukul 09:00 WIB. Pemilihan waktu tersebut didasarkan atas 

pertimbangan kenyamanan dan waktu luang informan, karena di waktu 

tersebut belum banyak aktivitas atau kegiatan yang menggangu.  
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g) Informan RM wawancara dilakukan di Kantor UPTD pada tanggal 9 

oktober 2025 pukul 10:00 WIB. Pemilihan waktu tersebut didasarkan atas 

pertimbangan kenyamanan dan waktu luang informan, karena di waktu 

tersebut belum banyak aktivitas atau kegiatan yang menggangu.  

 

2. Observasi  

Bila diadu dengan metode pengumpulan data lainnya, seperti wawancara dan 

kuesioner, observasi memiliki ciri khas tersendiri. Metode ini tak hanya terfokus 

pada manusia; melainkan bisa juga melibatkan objek-objek alam lainnya. Observasi 

merupakan proses kompleks yang melibatkan banyak proses biologis dan 

psikologis. Di antara semuanya, proses ingatan dan pengamatan adalah yang paling 

penting. Ketika observasi digunakan sebagai cara mengumpulkan data, subjek 

penelitian dapat mencakup perilaku manusia, proses kerja, gejala alam, serta ukuran 

sampel yang tidak terlalu besar. 

 

Observasi pada penelitian ini dilaksanakan secara langsung selama peneliti 

mengikuti kegiatan magang di UPTD Disabilitas Lampung. Dalam kurun waktu 

tersebut, peneliti terlibat dalam rutinitas lembaga, memperhatikan pola interaksi 

antara peserta dan instruktur, alur pelaksanaan pelatihan keterampilan, kehidupan 

sehari-hari di asrama, serta berbagai aktivitas pendukung lainnya. Observasi yang 

berlangsung secara berkelanjutan selama masa magang memberikan kesempatan 

bagi peneliti untuk memahami perilaku, pola tindakan, dan proses pemberdayaan 

secara alami sesuai keadaan di lapangan. Melalui keterlibatan langsung tersebut, 

informasi yang terkumpul menjadi lebih komprehensif, mendalam, dan 

menggambarkan situasi sosial sebagaimana adanya. 

 

3. Dokumentasi 

Dokumentasi berfungsi sebagai pelengkap dari penggunaan metode observasi dan 

wawancara dalam penelitian kualitatif. Bahkan, hasil penelitian kualitatif akan 

semakin kredibel. Tinggi jika memasukkan dan menggunakan dokumen dalam 

penelitian kualitatifnya. Dalam penelitian ini, dokumentasi yang diperoleh sebagian 

besar berupa foto individu atau potret peserta. Meskipun bersifat personal, 
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dokumentasi tersebut tetap memiliki nilai penting karena membantu peneliti 

mengenali informan, memahami karakteristik peserta, serta memastikan bahwa 

proses pengumpulan data benar-benar dilakukan terhadap subjek yang sesuai. Foto 

tersebut tidak digunakan sebagai objek analisis utama, melainkan sebagai bukti 

pendukung bahwa peneliti telah melakukan interaksi langsung dengan informan 

dan terlibat dalam aktivitas penelitian di lapangan. 

 

3.6 Teknik Analisis Data 

Analisis data adalah proses memeriksa dan membahas data secara menyeluruh 

untuk menemukan makna, interpretasi, dan kesimpulan khusus dari setiap data yang 

dipelajari. Menyusun, menyeleksi, dan mengolah data secara sistematis dan 

bermakna juga merupakan bagian dari analisis data. Keakuratan dan ketajaman alat 

yang digunakan sangat penting dalam analisis data karena ini menentukan 

kesimpulan (Miles dan Huberman, 2019). 

1.  Reduksi Data 

Tahap awal dalam analisis data kualitatif adalah reduksi data, yang mencakup 

pemilihan, pemfokusan, dan abstraksi data dari berbagai sumber agar relevan 

dengan tujuan penelitian. Tujuan reduksi data adalah untuk membuat data lebih 

mudah dianalisis dengan cara yang lebih sederhana. Untuk memastikan bahwa 

analisis tidak terganggu oleh informasi yang tidak penting, proses reduksi data juga 

melibatkan pembuangan data yang tidak relevan atau berlebihan. Untuk 

mengorganisasikan data dalam kategori yang lebih kecil, teknik seperti pengkodean 

atau coding sering digunakan. Ini membuat data lebih mudah untuk 

diinterpretasikan dan dibandingkan (Dewi, 2025).  Pada saat reduksi data peneliti 

akan membuat rangkuman dari data yang sudah diterima mengenai program 

pemberdayaan membentuk kemandirian pada anak disabilitas di UPT Disabilitas 

Lampung. Dilakukan dengan memilih informasi yang cocok dengan fokus 

penelitian serta menghapus atau menghilangkan data yang tidak berkaitan, agar 

memudahkan penulisan. 

2.  Penyajian Data 

Setelah data direduksi, langkah selanjutnya adalah menyajikannya dalam format 

yang terstruktur agar lebih mudah untuk dipahami dan dianalisis. Pada penelitian 
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kualitatif, data bisa disajikan dalam bentuk matriks, tabel, diagram, atau narasi 

deskriptif yang memudahkan identifikasi pola dan hubungan antar variabel. Tujuan 

dari penyajian ini adalah untuk memberikan pandangan yang jelas mengenai hasil 

penelitian serta memfasilitasi proses pengambilan kesimpulan. Usai data disaring 

melalui reduksi, data tersebut kemudian disajikan sebagai narasi deskriptif. 

Tujuannya adalah untuk menggambarkan mengenai program pemberdayaan 

membentuk kemandirian pada anak disabilitas di UPT Disabilitas Lampung secara 

terperinci, hal ini membuat pembaca lebih mudah memahami. 

3. Verifikasi Data dan Penarikan Kesimpulan 

Penarikan kesimpulan dan verifikasi temuan penelitian adalah langkah akhir dalam 

analisis data kualitatif. Penarikan kesimpulan adalah proses yang berkelanjutan 

yang dapat berubah seiring dengan kemajuan analisis data. Hasil dari pengumpulan 

dan analisis data harus menunjukkan kesimpulan yang diambil. Peneliti kualitatif 

harus memverifikasi temuan mereka untuk memastikan bahwa mereka benar dan 

valid. Teknik triangulasi membandingkan data dari berbagai sumber atau metode 

untuk memastikan bahwa temuan konsisten adalah salah satu metode verifikasi. 

Dalam hal ini kesimpulan yang diambil merupakan kesimpulan yang telah peneliti 

temukan serta menjawab tiga pertanyaan yang meliputi pelaksanaan program, 

hambatan dan strategi. 

 

3.7 Teknik Keabsahan Data 

Triangulasi merupakan pendekatan yang digunakan oleh peneliti dalam proses 

pengumpulan data dan analisis. Pada intinya, konsep ini beranggapan bahwa 

fenomena yang sedang dipelajari bisa dipahami dengan lebih akurat jika dilihat dari 

banyak perspektif. Melihat satu fenomena dari berbagai pandangan akan membantu 

dalam mendapatkan tingkat kebenaran yang lebih dapat diterima. (Sugiyono, 2019). 

1. Triangulasi Sumber 

Triangulasi sumber melibatkan pengujian data dari beragam sumber atau informan 

sebelum datanya diambil. Cara ini bisa membantu meningkatkan kredibilitas data 

dengan meninjau data yang telah didapatkan selama penelitian dari berbagai 

sumber atau informan. Lewat teknik triangulasi sumber, peneliti berupaya 
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membandingkan data. Singkatnya, triangulasi sumber berarti memverifikasi data 

dari beragam sumber dengan membandingkan fakta dari tiap-tiap sumber. 

2. Triangulasi Teknik 

Triangulasi teknik digunakan untuk menguji keandalan data. Hal ini dicapai dengan 

memakai beragam metode untuk menemukan serta memastikan kebenaran data dari 

sumber yang sama. Artinya, peneliti menerapkan variasi teknik pengumpulan data 

guna memperoleh data dari sumber yang identik. Dalam konteks ini, mereka bisa 

memadukan teknik pengumpulan data seperti observasi, wawancara, dan 

dokumentasi, kemudian mengkombinasikannya untuk menarik kesimpulan. 

Triangulasi teknik berarti memanfaatkan berbagai teknik pengumpulan data untuk 

mendapatkan data dari satu sumber yang sama. 

Triangulasi teknik pada penelitian ini diterapkan untuk memastikan keandalan data 

dengan memanfaatkan beragam metode pengumpulan informasi yang diarahkan 

pada sumber yang sama. Peneliti tidak terpaku pada satu cara, melainkan 

memadukan observasi, wawancara, dan dokumentasi guna memperoleh 

pemahaman yang lebih mendalam serta menyeluruh mengenai situasi lapangan. 

Pelaksanaan triangulasi ini dilakukan melalui pengamatan langsung terhadap 

aktivitas pekerja UPTD, para pengajar, serta interaksi sehari-hari teman-teman 

peserta. Hasil observasi tersebut kemudian diperkuat dengan temuan wawancara 

dan peninjauan dokumen maupun rekaman percakapan yang relevan. Dengan 

menggabungkan berbagai teknik tersebut, peneliti dapat mengecek konsistensi 

informasi sekaligus memastikan bahwa data yang diperoleh benar-benar 

merepresentasikan kenyataan di lapangan. Melalui pendekatan yang beragam 

namun saling melengkapi ini, kredibilitas informasi dari sumber yang sama menjadi 

lebih terjamin. 

 

  



BAB IV  

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

4.1 Gambaran Umum UPTD PRSPD Dinas Sosial Provinsi Lampung 

Berdasarkan surat dari Direktur Rehabilitasi Penyandang Cacat (RPC) dengan 

Nomor 83/RPC/TU/V/1999 tertanggal 10 Mei 1999, serta surat dari Direktur Jendral 

Bina Rehabilitasi Sosial pada tanggal 11 Mei 1999, Panti Sosial Bina Netra "Indra 

Kesuma" telah resmi berpindah ke tempat baru. Awalnya, lokasi sebelumnya berada 

di Jalan Teuku Umar gang Semangka Nomor 24 Gedung Meneng Kedaton Bandar 

Lampung, kini beralamat di Jalan Pramuka Nomor 48 Kemiling Bandar Lampung, 

berdasarkan surat dari Departemen Sosial RI Nomor 743/BRS/1.b/V/1999 

tertanggal 28 Mei 1999. 

Pada tanggal 13 Mei 2008, UPTD Panti Sosial Pelayanan dan Rehabilitasi 

Penyandang Cacat Netra Lampung berubah menjadi UPTD Pelayanan dan 

Rehabilitasi Penyandang Disabilitas Dinas Sosial Provinsi Lampung sesuai dengan 

PERGUB No. 14 Tahun 2008. UPTD PRSPD Dinas Sosial Provinsi Lampung 

adalah salah satu Unit Pelaksana Teknis Dinas yang berfokus pada Pelayanan dan 

Rehabilitasi Sosial. Tugas utama UPTD PRSPD Dinas Sosial Provinsi Lampung 

adalah melakukan pelayanan, rehabilitasi, dan penyaluran untuk penyandang 

disabilitas. 

4.2 Tujuan, Visi, dan Misi UPTD Pelayanan dan Rehabilitasi Penyandang 

Disabilitas Dinas Sosial Provinsi Lampung 

a. Visi

Mencapai keadaan di mana para penyandang disabilitas dapat mandiri dan

hidup sejahtera.

b. Misi

Menciptakan kondisi di mana penyandang disabilitas tidak perlu bergantung

pada orang lain dan mampu menjalankan fungsi sosial mereka dengan baik.

c. Tujuan

Penyandang disabilitas dibina dan direhabilitasi sehingga mereka dapat

melaksanakan fungsi sosialnya dalam tatanan kehidupan masyarakat.



36 

4.3 Tugas dan Fungsi UPTD Pelayanan dan Rehabilitasi Penyandang 

Disabilitas Dinas Sosial Provinsi Lampung 

a. Tugas Pokok

UPTD PRSPD Dinas Provinsi Lampung bertanggung jawab untuk 

menyediakan layanan sosial serta rehabilitasi bagi para penyandang 

disabilitas. mencakup pelatihan keterampilan aspek fisik, mental, sosial, 

serta pelatihan lain yang dapat membantu penyandang disabilitas terlibat 

secara aktif dalam kehidupan masyarakat. 

b. Fungsi

1. Menawarkan pelayanan serta rehabilitasi untuk penyandang disabilitas.

2. Mengadakan pelatihan keterampilan bagi penyandang disabilitas.

3. Melakukan penyebaran serta rujukan bagi penyandang disabilitas.

4. Menjalankan pengelolaan administrasi dan ketatausahaan.

4.4 Struktur Organisasi UPTD Pelayanan dan Rehabilitasi Penyandang 

Disabilitas  

Sumber daya manusia dalam pelaksanaan lembaga pelayanan dan rehabilitasi sosial 

bagi penyandang disabilitas harus memperhatikan beberapa aspek berikut: 
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a. Tenaga Administrasi 

Tenaga administrasi terbagi menjadi dua bagian, yakni: 

1) Administrasi Kepegawaian; 

2) Administrasi yang berhubungan dengan penyandang disabilitas. 

b. Tenaga Teknis 

Tenaga teknis yang berhubungan dengan layanan dan rehabilitasi sosial dapat 

terdiri dari: 

1) Pekerja Sosial 

Individu ini bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas pelayanan dan rehabilitasi 

sosial. Mereka memiliki latar belakang pendidikan kesejahteraan sosial dan telah 

mengikuti pelatihan dalam pekerjaan sosial. 

2) Tenaga Medis 

Profesional medis memberikan layanan kesehatan dan memiliki pendidikan serta 

latar belakang dalam bidang kedokteran dan keperawatan. 

 

3) Tenaga Instruktur 

Mereka menyediakan layanan yang berkaitan dengan peningkatan pengetahuan dan 

keterampilan, dan memiliki latar belakang pendidikan yang sesuai dengan bidang 

tersebut. 

4) Tenaga Rohaniawan 

Bertanggung jawab untuk menyediakan pelayanan dalam bidang keimanan atau 

agama dengan tujuan membimbing dan mendampingi kegiatan ibadah. Mereka 

memiliki pendidikan dalam bidang keagamaan. 

5) Tenaga Penunjang 

Terdiri dari pembina asrama, juru masak, penjaga keamanan atau Satpam, tukang 

kebun, petugas kebersihan, dan supir. 
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4.5 Layanan atau Fasilitas UPTD PRSPD 

Layanan dan Rehabilitasi bagi Penyandang Disabilitas oleh Dinas Sosial Provinsi 

Lampung menyajikan berbagai fasilitas, antara lain: 

a) Tempat penginapan 

b) Makanan 

c) Pakaian (termasuk sepatu, perlengkapan ibadah, dan sejenisnya) 

d) Peralatan pendidikan dan keterampilan 

e) Alat-alat untuk kebersihan diri serta lingkungan 

f) Obat-obatan 

 

4.6 Program Rehabilitasi Sosial UPTD Pelayanan dan Rehabilitasi 

Penyandang Disabilitas Dinas Sosial Provinsi Lampung mencakup beberapa 

aspek: 

A. Pelatihan dan Rehabilitasi yang meliputi: 

1) Bimbingan Mental: Melibatkan pendidikan agama, etika, penggunaan braille 

dalam bahasa Arab, serta pengembangan kecerdasan melalui membaca, menulis 

braille, dan berhitung, selain pengetahuan umum. 

2) Fisik: Melibatkan aktivitas olahraga dan perhatian pada kesehatan. 

3) Sosial: Mengajarkan kegiatan sehari-hari, resosialisasi, dan keterlibatan dalam 

partisipasi sosial. 

4) Keterampilan: Meliputi pelatihan dalam pijat, seni seperti musik dan nasyid, 

mengetik menggunakan braille, penggunaan komputer berbicara (JAWS), dan 

keterampilan tangan lainnya. 

B. Penyaluran atau terminasi: 

1) Dikembalikan kepada orang tua. 

2) Berwirausaha atau bergabung dalam KUBE (Kelompok Usaha Bersama). 

3) Melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. 
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4.7 Persyaratan Penerimaan Calon Kelayan UPTD Pelayanan dan Rehabilitasi 

Penyandang Disabilitas Dinas Sosial Provinsi Lampung 

a) Penderita cacat netra, rungu, tubuh baik pria maupun wanita  

b) Usia 10-30 tahun  

c) Tidak cacat ganda.  

d) Sehat jasmani, tidak berpenyakit kronis dan menular 

e) Surat pernyataan dari orangtua/ wali yang berkaitan dengan: 

1) Bersedia menerima kembali seseorang setelah mereka menyelesaikan 

program pelayanan serta rehabilitasi di panti; 

2) Bersedia menerima kembali seseorang yang dikembalikan karena tidak 

dapat menjalani program pendidikan, pelatihan, atau layanan rehabilitasi 

sosial dalam jangka waktu yang ditentukan; 

3) Dikeluarkan akibat pelanggaran peraturan tertentu. 

f) Mengisi formulir yang telah disediakan; 

g) Surat keterangan asal; 

h) Foto ukuran 4x6 sejumlah 4 lembar; 

i) Pendaftaran atau pengiriman secara langsung ke UPTD PRSPD Lampung 

yang beralamat di Jalan Pramuka No.48 Kemiling, Bandar Lampung; 

j) Tidak dikenai biaya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB VI  

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan 

Berdasarkan keseluruhan hasil analisis tabel, dapat disimpulkan bahwa program 

pemberdayaan penyandang disabilitas yang dilaksanakan oleh UPTD telah berjalan 

secara berkelanjutan dan memberikan dampak positif, meskipun masih dihadapkan 

pada berbagai tantangan. Keberagaman latar belakang informan, baik dari sisi jenis 

disabilitas, peran, maupun lama mengikuti program, menunjukkan bahwa proses 

pemberdayaan membutuhkan waktu dan pendekatan yang berbeda sesuai dengan 

kebutuhan individu. Lama keikutsertaan dalam program berperan penting dalam 

membentuk keterampilan, kepercayaan diri, serta kesiapan peserta menuju 

kemandirian. 

a) Pelaksanaan program secara umum dipandang positif, terutama dalam hal

penguasaan keterampilan. Namun, tidak semua peserta memberikan

dukungan pada setiap aspek, yang mencerminkan adanya perbedaan

pengalaman, tingkat pemahaman, dan kesesuaian program dengan

kebutuhan peserta. Hambatan internal, seperti keterbatasan diri, rasa takut,

kesulitan bertahan, dan rendahnya kepercayaan diri, masih menjadi

tantangan utama yang memengaruhi proses pemberdayaan. Selain itu,

hambatan eksternal berupa stigma masyarakat, keterbatasan fasilitas dan

kesempatan kerja, serta belum optimalnya dukungan pascaprogram dan

perhatian pemerintah turut memengaruhi keberhasilan program.

b) Hambatan yang dihadapi penyandang disabilitas dalam program

pemberdayaan terdiri atas hambatan internal dan hambatan eksternal.

Hambatan internal meliputi keterbatasan dalam diri, seperti kondisi fisik

dan psikologis, rasa takut, kesulitan bertahan saat menghadapi tekanan,

kendala dalam menerapkan keterampilan, serta rendahnya kepercayaan diri
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untuk bersaing. Hambatan ini menunjukkan bahwa kesiapan mental dan 

penguatan kepercayaan diri menjadi faktor penting dalam keberhasilan 

pemberdayaan. Sementara itu, hambatan eksternal mencakup kurangnya 

dukungan pascaprogram, kesulitan beradaptasi dengan lingkungan kerja, 

adanya stigma dari masyarakat, kurangnya perhatian pemerintah, 

keterbatasan fasilitas umum yang ramah disabilitas, serta terbatasnya 

kesempatan kerja yang sesuai. Hambatan eksternal ini menunjukkan bahwa 

lingkungan sosial dan struktural belum sepenuhnya mendukung 

kemandirian penyandang disabilitas. Oleh karena itu, keberhasilan program 

pemberdayaan tidak hanya bergantung pada pelatihan keterampilan, tetapi 

juga memerlukan dukungan berkelanjutan dan lingkungan yang lebih 

inklusif. 

c) Strategi yang dilakukan UPTD, seperti pemberian motivasi, layanan 

bimbingan konseling dan mental, dukungan promosi, peningkatan 

kesadaran masyarakat, serta perencanaan strategi berkelanjutan, dinilai 

berperan penting dalam mendukung proses pemberdayaan. Dengan 

demikian, program pemberdayaan ini telah memberikan kontribusi nyata 

terhadap peningkatan kapasitas dan kemandirian penyandang disabilitas, 

namun tetap memerlukan penguatan pada aspek penyesuaian kebutuhan 

individu, pendampingan berkelanjutan, dan dukungan lingkungan agar 

tujuan pemberdayaan dapat tercapai secara optimal. 

6.2 Saran  

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka terdapat beberapa saran yang 

dapat diajukan, yaitu: 

a. Bagi UPTD PRSPD Lampung 

UPTD perlu terus meningkatkan mutu pelatihan dengan menyesuaikan 

materi dan kurikulum pada kebutuhan pasar kerja saat ini, termasuk 

menambahkan pelatihan berbasis teknologi dan keterampilan yang lebih 

modern. Kerja sama dengan berbagai pihak perusahaan, pemerintah daerah, 

maupun lembaga sosial juga perlu diperluas untuk membuka akses 

penyaluran kerja yang lebih luas bagi penyandang disabilitas. Selain itu, 
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peningkatan sarana, fasilitas, dan alokasi anggaran menjadi langkah penting 

agar proses pelatihan berjalan lebih efektif. UPTD dianjurkan untuk tidak 

hanya berhenti pada penyampaian rencana atau wacana strategis, tetapi juga 

perlu mengembangkan langkah pelaksanaan yang lebih konkret dan dapat 

diukur. Sejumlah strategi yang selama ini masih berupa arahan lisan seperti 

perluasan kemitraan, peningkatan promosi hasil karya peserta, serta 

penambahan jenis pelatihan yang lebih modern—sebaiknya ditindaklanjuti 

menjadi program nyata yang memiliki waktu pelaksanaan, target 

keberhasilan, dan mekanisme evaluasi yang jelas. Implementasi strategi 

secara langsung menjadi hal yang penting agar proses pemberdayaan tidak 

hanya berhenti pada konsep, tetapi benar-benar memberikan dampak nyata 

bagi penyandang disabilitas. 

b. Bagi Penyandang Disabilitas

Penyandang disabilitas diharapkan dapat lebih aktif dan berkomitmen

dalam mengikuti setiap sesi pelatihan, menjaga kedisiplinan, serta terus

mengembangkan kemampuan yang sudah diperoleh. Upaya membangun

kepercayaan diri juga penting agar peserta dapat menerapkan keterampilan

tersebut dalam kehidupan sehari-hari maupun ketika memasuki dunia kerja.

c. Bagi Pemerintah

Pemerintah daerah perlu memperkuat regulasi dan kebijakan

ketenagakerjaan yang mendukung penyandang disabilitas, termasuk

penyediaan fasilitas kerja yang aksesibel dan mendorong perusahaan

menerima tenaga kerja disabilitas. Selain itu, dukungan anggaran bagi

lembaga pelatihan perlu ditingkatkan agar program pemberdayaan dapat

berjalan secara optimal.

d. Bagi Dunia Usaha

Perusahaan diharapkan lebih inklusif dan terbuka dalam menerima pekerja

penyandang disabilitas sesuai dengan keterampilan yang dimiliki.

Kolaborasi dengan UPTD PRSPD Lampung juga dapat memperluas jalur

penyaluran kerja serta mendukung penerapan praktik ketenagakerjaan yang

ramah disabilitas.
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Peneliti selanjutnya dapat mempertimbangkan untuk melakukan kajian 

komparatif antar lembaga pelatihan atau menggali lebih dalam pengaruh 

faktor lingkungan, keluarga, maupun budaya terhadap keberhasilan 

pemberdayaan. Pendekatan ini diharapkan mampu memberikan 

pemahaman yang lebih luas mengenai strategi yang paling efektif dalam 

meningkatkan kemandirian penyandang disabilitas. 

e. Bagi penelitian selanjutnya
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